LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK SEBAGAI DOKUMEN ADMINISTRASI
PENCATATAN PERKAWINAN/PERCERAIAN TIDAK TERCATAT
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT SOSIAL

1. Anggelina Hariyanti, S.Sos., M.A.P NIDN. 1108099301
2. Ranti Suminar Endah, S.H., M.H NIDN. 1116098101
3. Triwik Puji Rahayu, S.Sos., M.A.P NIDN. 1114089401

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2024



Judul Peneltian

Nama Ketua Peneliti :

NIDN

Jabatan Fungsional
Program Studi
No HP

Alamat email
Nama Anggota 1
NIDN

Program Studi
Nama Anggota 2
NIDN

Program Studi

Biaya [\

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN DOSEN INTERNAL

Analisis Kebijakan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak sebagai Dokumen Administrasi Pencatatan
Perkawinan/Perceraian Tidak Tercatat dalam Perspektif Maslahat
Sosial.

Anggelina Hariyanti, S.Sos., M.A.P
1108099301

Asisten Ahli

[Imu Administrasi Negara
085389647656
anggelinahariyanti366@gmail.com
Ranti Suminar Endah, S.H., M.H
1116098101

Hukum

Triwik puji Rahayu, S.Sos., M.A.P
1114089401

[Imu Administrasi Negara

Rp. 5.000.000,-

e Laporan penelitian telah didata oleh prodi

NIK.10\01101.2.003
\

' Metigetahui
>, Deka

pu— Af
S
4
. # “

~>Pr. Irwani, S.Sbs.. M.A.P

Palangka Raya, 30 September 2024
Peneliti,

Anggeliha Harivanti, S.Sos., M.A.P

I NIK. 15.0101.003

NIDN. 1108099301

o &
' , Me © jui,
“Kep#lla LP2M UM Ralangkaraya

*

L B 2
AQMMM
\\\ﬁvLa“[ 02.042



Analisis Kebijakan Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
sebagai Dokumen Administrasi Pencatatan Perkawinan/Perceraian

Tidak Tercatat dalam Perspektif Maslahat Sosial

Anggelina Hariyanti® Ranti Suminar Endah?, Triwik Puji Rahayu®

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Email: anggelinahariyanti366@gmail.com

Abstrak

Perkawinan harus dicatatkan sesuai UU Nomor 1/1974. Meskipun kelalaian
pencatatan tidak menggugurkan sah nya perkawinan tetapi menyulitkan untuk memperoleh
layanan administrasi kependudukan. Pemerintah kemudian memfasilitasi dengan kebijakan
afirmatif Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019 namun masih menimbulkan polemik di
Tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penerapan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perkawinan/perceraian tidak
tercatat dalam pencantuman status perkawinan pada kartu keluarga dalam perspektif
maslahat sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan dengan
pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari produk peraturan perundang-undangan dan
hasil-hasil penelitian sebagai data primer dan data sekunder. Hasil dan kesimpulan,
Penggunaan SPTJM memberikan dua perspektif, pertama memberikan kemudahan bagi warga
negara dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan; kedua memberikan celah
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan penyalahgunaan terhadap

lembaga perkawinan yang luhur.

Kata Kunci : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Pencatatan Perkawinan, Perceraian

tidak tercatat, Adminsitrasi Kependudukan



BAB |

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkawinan memiliki kedudukan dan makna yang sangat penting bagi kehidupan
masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang dikenal dengan Negara hukum dengan beragam
suku bangsa, dan 6 agama yang diakui oleh Pemerintah, maka tata cara melangsungkan
perkawinan yang berlaku di Indonesia juga bervariasi, ada yang dengan cara adat dan ada yang
dengan cara agama. Untuk mengayomi berbagai tata cara perkawinan yang ada di tengah-
tengah masyarakat maka pemerintah memberikan solusi kolektif pencatatan perkawinan
menurut hukum negara dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang perkawinan
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diubah
dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor.1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jannah et al., 2021).

Dengan adanya undang-undang perkawinan ini maka secara filosofis negara
memandang bahwa perkawinan merupakan “entitas” yang sangat penting dan luhur yang harus
dilindungi secara hukum. Perkawinan apabila dipandang secara lahiriah ialah merupakan
aktualisasi hasrat biologis (reproduksi) yang bertujuan untuk kelangsungan kehidupan manusia.
Selain itu manusia sebagai makhuk yang beradab, maka perkawinan dimaknai pula sebagai
sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan
berkumpul bersama dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman
dalam kehidupan sebagai warga negara. Aspek ketenangan dan ketentraman kehidupan inilah
yang menjadi dasar filosofis mengapa perkawinan perlu diatur dan dilindungi melalui hukum

negara sebagaimana tercermin pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (Yusmin & Fahlani, 2022).



Seiring waktu, ternyata dinamika masyarakat Indonesia terus berkembang. Ketentuan
pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ternyata
kemudian dieksplorasi untuk melegitimasi adanya perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat.
Alasan yang mengemuka adalah karena mereka memaknai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” dipersepsikan sebagai aturan yang sifatnya himbauan semata-mata.
Hal inilah yang kemudian menjadi celah banyaknya dilangsungkan perkawinan maupun
perceraian yang tidak tercatat sesuai ketentuan negara. Mengabaikan ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua)
instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam,

dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Menurut Tagel (2019) ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak
mencatatkan perkawinan, antara lain : keperluan poligami, perkawinan yang dilakukan secara
agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah oleh masyarakat meskipun tanpa pencatatan
perkawinan, ketidaktahuan masyarakat terhadap fungsi dari akta perkawinan, dan perkawinan
dibawah umur. Dampak dari situasi ini kemudian muncul ketika anak hasil pernikahan tersebut
akan mengajukan permohonan pembuatan akte kelahiran, dan keperluan administrasi yang
membutuhkan kartu keluarga. Padahal jumlah mereka menurut database kependudukan adalah
sejumlah 34.694.088 pasangan menikah. Atas situasi ini maka pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana pada pasal 79 memberikan diskresi penggunaan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang biasa dikenal dengan formulir F-1.05
sebagai catalyst untuk mencantumkan status menikah di dalam Kartu Keluarga bagi mereka

yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat.



BAB I
METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.
Sumber data primer yang digunakan diperoleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor :109 Tahun 2019. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari
peraturan perundang-undangan terkait lainnya, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel-artikel
yang berhubungan dengan penelitian (Safitri et al., 2022). Dalam perspektif ilmu hukum
penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan
penelitian terhadap produk hukum sebagai data primer. Lebih khusus, penelitian ini merupakan
sebuah studi kasus (case study) yaitu merupakan studi terhadap kasus tertentu dari aspek
hukum. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SPTJM dalam Permendagri Nomor :

109 Tahun 2019 (Hidayat, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik
studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik
analisis data diperuntukan untuk mengkoordinasikan data-data yang sudah didapat sesuai
dengan pembahasannya. Dengan menggunakan data primer serta data sekunder yang sudah
diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan
berbagai penelitian hukum yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan agar data tersebut
dapat ditarik kesimpulannya sehingga menghasilkan garis besar yang komprehensif (Safitri et

al., 2022).



BAB Il
HASIL DAN PEMBAHASAN

Disebutkan di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Mahaesa”. Atas dasar itulah maka “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1))” dan
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2
ayat (2))”.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa lebih jauh
bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Pasal 2 ayat (1))” dan
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya
dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada
Kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai
pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2))”. Pegawai Pencatat yang dimaksud oleh Undang-
undang Nomor 32 Tahun 1954 adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian yang
diangkat oleh pemerintah dan berstatus pegawai negeri yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau
pegawai yang ditunjuk olehnya (Pasal 1 Ayat (1)). Demikian juga pencatat perkawinan pada
kantor catatan sipil juga adalah pegawai negeri.

Perihal yang menarik dari UU 32/1954 ini adalah adanya penekanan tentang pentingnya
pencatatan perkawinan sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 ayat (1) sampai (5). Di dalam

penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Ancaman dengan denda sebagai



tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi
ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan, bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal
karena pelanggaran itu”. Dengan kata lain, Undang-undang ini menekankan sekali perlunya
pencatatan perkawinan secara administratif. Filosofi ini lah yang kemudian dibawa dan
dilembagakan ke dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/1974.

Begitu ditekankannya permasalahan pencatatan perkawinan ini oleh Pemerintah
memunculkan pertanyaan tersendiri mengenai alasan dibalik pencatatan tersebut. Jawaban
filosofis tentunya adalah untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman kehidupan. Tetapi
secara legal formal, jawabannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dimana dokumen pencatatan perkawinan tadi merupakan syarat
administrative untuk penerbitan Kartu Keluarga yang memiliki bermacam fungsi dan kegunaan
untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan lainnya, termasuk penerbitan Akta
Kelahiran bagi anak hasil perkawinan tersebut.

Mengingat dampak sistemik yang ditimbulkan dari tidak dicatatkannya perkawinan,
serta demi alasan filosofis memberikan perlindungan bagi warga negara, maka Perpres 96/2018
pasal 79 Ayat (1) menyatakan “Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang
belum dicatatkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK
menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung
jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan
diketahui oleh 2 (dua) orang saksi”. Atas dasar inilah maka diterbitkan formulir F-1.05 Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTIM).

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) banyak dipakai oleh

pasangan yang nikah sirri untuk membuat kartu keluarga dan Akte kelahiran anak dari



pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan, dimana dengan melampirkan STPJM
pernikahan mereka secara administrasi diakui dan dapat dicatatkan pada kartu keluarga dengan
status “kawin belum tercatat”, kemudian dari STPJM juga menjadi dasar pembuatan Akte
kelahiran dimana status mereka yang nikah sirri di dalam akte kelahiran adalah ayah dan ibu
kandung. Status baru dalam kartu keluarga yaitu “nikah tidak tercatat” akan mengaburkan
status perceraian, dengan adanya status nikah tidak tercatat. tentu saja hal ini akan
menimbulkan juga status “cerai belum tercatat”. Sementara itu status “Nikah belum tercatat”
dan “Cerai belum Tercatat” tidak dikenal pada Pencatatan Nikah pada Kantor KUA (Kantor
Urusan Agama) dan Pengadilan Agama. Dengan demikian akan sulit bila kedua pasangan ini
nanti akan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dan menuntut hak mereka seperti gono
gini nafkah dan waris atau mendaftar perkawinan mereka secara resmi pada kantor KUA
(Kantor Urusan Agama) untuk memperoleh buku nikah karena dikatan menikah mereka tidak
tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) sedangkan apabila dikatakan tidak menikah di
dalam KK (Kartu keluarga) mereka tercatat sebagai suami isteri (Husni, 2023).

Secara mendasar, penggunaan SPTJM ini sebenarnya berguna untuk mengakomodir
masyarakat dalam memperoleh, semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal usulnya
tidak diketahui serta dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga. Karena
itu beberapa kali disebutkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan afirmatif. Adapun
prosedur dari SPTJM vyaitu tercatat di dalam Pasal 1 nomor 19 dan Pasal 4 ayat (2)
Permendagri No. 9 Tahun 2016. Penggunaan SPTJM dalam perspektif Hukum Islam yaitu
dibolehkan, akan tetapi dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan
mendapatkan hak anak. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak
membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena
bertentangan dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang

dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ismi, 2023). Hal ini selaras



dengan penyataan Adli et al. (2020) dan Sukiati & Bancin (2020) bahwa tidak ada akibat
hukum dari kebijakan penggunaan SPTJM untuk pencantuman status perkawinan tidak tercatat
dalam kartu keluarga, dan hal ini dipandang membawa lebih banyak maslahat bagi anak dalam
pembuatan akta kelahiran dan kebutuhan administrasi lainnya.

Tetapi hukum Islam juga mempertimbangkan untuk memilih maslahat yang lebih besar
ketika akan membuat keputusan yang berdampak luas kepada masyarakat. Sebagaimana
dikemukakan oleh Ningrum (2022) dan Alifianti et al. (2023) bahwa meskipun terdapat
kemaslahatan dalam penggunaan SPTJM tetapi hal ini dapat merusak tatanan hukum yang
sudah ada di Indonesia, sebab kebijakan ini mendegradasi KUA sebagai Lembaga pencatatan
perkawinan (bagi yang beragama Islam) dan membelakangi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dibubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang secara terang-terangan
memberikan solusi terhadap masalah perkawinan tidak tercatat dengan cara Sidang Isbat.

Sehungga wajarlah kemudian jika banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat merasa
khawatir dengan penggunaan SPTJM ini karena mengkhawatirkan potensi kerusakan yang
lebih besar dalam tatanan sosial masyarakat akibat begitu mudahnya dan begitu tidak
terkendalinya perkawinan sirri di tengah-tengah masyarakat. Hal ini senada dengan Ramdhani
(2022) yang menyatakan bahwa banyak tokoh agama yang menganggap SPTJM bukan sebuah
solusi dan menolak keberadaan SPTJM sepenuhnya dikarenakan dampak buruknya lebih
banyak dan ada solusi yang lebih bagus dari segi maslahah orang tua dan anak yakni melalui

“Sidang Isbat”.



BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Penggunaan SPTJM sebagai dokumen administrasi untuk memperoleh status

“perkawinan tidak tercatat” di Kartu Keluarga bagi mereka yang melangsungkan pernikahan
tidak tercatat setidaknya memiliki dua perspektif. Pertama, secara retrospektif kebijakan
afirmatif ini berorientasi pada banyaknya kasus perkawinan tidak tercatat yang selama ini
terjadi di tengah masyarakat dan ini membawa kesulitan bagi anak untuk memperoleh layanan
administrasi kependudukan sehingga memberikan insight untuk mempermudah warga negara
dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan sebagai bentuk perlindungan negara
terhadap warganya. Kedua, secara prospektif kebijakan afirmatif ini membuka peluang
penyalahgunaan perkawinan sebagai lembaga sosial yang suci dengan maraknya perkawinan
sirri. Selain itu terdapat potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan dari penggunaan
SPTJIM ini sebab penyelesaian hukum untuk perkawinan tidak tercatat sudah diatur melalui

mekanisme Sidang Isbat.
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